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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder
yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu. Penelitian
ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Self Assessment
System, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap penerimaan pajak
penghasilan,dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, Surat Ketetapan
Pajak (SKP),dan Surat Tagihan Pajak (STP). Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mempelajaru catatan-catatan, formulir-
formulir, serta laporan-laporan, yang terdapat pada objek penelitian yang
berhubungan dengan data-data yang diperlukan dalam uji koefisien determinan, uji
t, dan uji F. Metode analisi data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi
linear berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa  Self Assessment System dan Sanksi pajak tidak berpengaruh, serta
Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di
KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Kata Kunci:  Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak,
Penerimaan PPh.

ABSTRACT
This research is quantitative research using secondary data conducted at the Kebon Jeruk
Satu Tax Office. This research aims to determine the influence of the Self Assessment System,
Tax Audit and Tax Sanctions on income tax revenue, by using Surat Pemberitahuan (SPT)
PPh, Surat Ketetapan Pajak (SKP) and Surat Tagihan Pajak (STP). The data collection
technique is carried out by means of documentation, namely by studying the notes, forms and
reports contained in the research object which relate to the data required in the determinant
coefficient test, t test and f test. The data analysis methods used are classical assumption
testing, multiple linear regression, and hypothesis testing. Based on the research results, it
can be concluded that the Self Assessment System has and tax sanctions have no effect, and
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the Tax Audit has a negative effect on income tax revenue at Kebon Jeruk Satu Tax Office.

Keywords: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Penerimaan
PPh.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, pajak dianggap sebagai salah satu
kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, dan bisa dikenakan pada
pembelian barang atau jasa, serta penghasilan individu (Mardiasmo, 2013). Karena
banyaknya penduduk di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan
negara yang utama dan diperlukan untuk menjalankan program infrastruktur
menaikan kualitas perekonomian negara.

Dari tahun ke tahun pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak
berharap dapat menutupi pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara untuk program
pembangunan, karena jika penerimaan pajak yang didapat oleh negara itu tinggi
maka semakin tinggi pula kesempatan negara itu untuk berkembang dan begitupun
sebaliknya (Mukhlis & Simanjuntak, 2015).

Penerimaan Pajak Penghasilan
(Dalam Triliun)
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Gambar 1. Penerimaan PPh

Pada Agustus 2022, tercatat oleh Direktorat Jendral Pajak bahwa penerimaan pajak
di Indonesia berada di angka Rp1.171,8T. Penerimaan pajak paling besar negara
berasal dari pajak penghasilan. Dilihat dari pertumbuhan penduduk di Indonesia
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yang semakin bertambah setiap tahunnya, pemerintah berharap pendapatan dari
sektor pajak penghasilan dapat berkembang setiap tahunnya baik dari sisi
penerimaan maupun dari sisi pembayarannya. Dalam hal ini KPP Kebon jeruk Satu
dengan wilayah kerja terbesar di Jakarta Barat yang meliputi 4 Keluruahan, yaitu
Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Sukabumi Utara, Kelurahan Kelapa Dua,
dan Kelurahan Kebon Jeruk, menjadi salah satu faktor pendukung bagi penerimaan
pajak penghasilan di wilayan Jakarta Barat.

Pemerintah selalu berupaya dalam hal meningkatkan sistem administrasi perpajakan
di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan suatu sistem yang disebut self
assessment. Self Assessment System adalah dimana setiap individu yang telah tercatat
di kantor pajak melakukan perhitungan dan setor lapor secara mandiri (Putri &
Pharamita, 2018), karena inti dari sistem ini memberikan kebebasan kepada Wajib
Pajak agar memenuhi kewajiban perpajaknnya sendiri tanpa adanya campur tangan
para petugas pajak (Munzil, 2015).

Selain dari metode pengumpulan pajaknya, pemeriksaan pajak juga merupakan
faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah
tindakan untuk menghimpun, menganalisis, dan menginterpretasikan data,
penjelasan, atau bukti dengan cara yang rasional dan profesional, sejalan dengan
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. (Rahman, 2018).

Selain itu, penerimaan pajak ditentukan oleh presepsi wajib pajak mengenai sanksi
perpajakan. Resmi (2012) mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat terjadi
dikarenakan adanya individu atau badan yang telah terdaftar di kantor pajak
melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang melenceng dari undang -
undang perpajakan, dimana pelanggaran tersebut membawa individu atau badan
yang telah terdaftar di kantor pajak untuk mendapatkan hukuman berupa sanksi,
yang dimana menurut Undang — undang perpajakan, sanksi yang dikenakan dapat
berupa, sanksi administrasi untuk pelanggaran ringan dan sanksi pidana untuk

pelanggaran berat.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Gambar 2. Kerengka Konseptual
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memanisfestasikan kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan
Negara itu sendiri dengan cara mencari atau memperolehnya dari dalam negeri.
Dana yang dimaksud dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak,
pendapatan non-pajak dari pemerintah, serta hibah dari dalam dan luar negeri.

Penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan, mendominasi sebagai sumber
utama dalam mendukung pembangunan tata kelola penerimaan dalam negeri di
Indonesia. (Pohan et al, 2021). Ditambah lagi dengan peningkatan setiap tahun
dalam penerimaan pajak penghasilan, mendukungnya secara kuat. (Taliki, 2018).
Untuk menjaga peningkatan tersebut tetap stabil, pemerintah harus menerapkan
kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara

wajib.

Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang mengutamakan
kinerja wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Putri & Pharamitha, 2018).
Mulai dari perhitungan sampai pelaporan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib
pajak itu sendiri, menggunakan surat pemberitahuan pajak (SPT) yang berfungsi
sebagai alat pelaporan wajib pajak yang bertanggung jawab untuk menghitung
jumlah kewajiban pajak terutangnya (Rahayu, 2010).

Ha: Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk melacak, menghimpunkan,
dan kemudian mengolah data dan atau informasi lain untuk menilai kepatuhan

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam memenuhi persyaratan peraturan
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perundang - undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk
memeriksa dan memperbaiki kewajiban perpajakan wajib pajak dan diharapkan
berdampak pada peningkatan pajak penghasilan (Mahendra & Sukartha, 2014).

Ho: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak diakibatkan oleh kegiatan yang melanggar undang-undang dan
peraturan perpajakan. Jadi jika ada pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi
yang tertera kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Undang-Undang
Perpajakan mengatur dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Ancaman pelanggaran undang-undang perpajakan tersebut ada yang hanya
dikenakan sanksi administrasi, ada yang hanya sanksi pidana, dan ada yang sanksi
administratif maupun pidana (Resmi, 2012).

Hs: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang
menggunakan data sekunder, Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari Bank Indonesia melalui www.bi.go.id dan dimintakan izin penelitian dari
Direktorat Jenderal Pajak melalui eriset.pajak.go.id untuk mendapatkan informasi
jumlah SPT dari nomor surat ketetapan pajak, hukum perpajakan. Periode data yang

digunakan adalah dari Januari 2018 hingga Desember 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif

PPPH SAS PP sp
Mean 6.31E+10 | 1626.417 | 649.1167 | 150.6000
Median 6.02E+10 | 1532.500 | 502.5000 | 122.0000

Maximum | 7.59E+10 | 2976.000 | 2696.000 | 713.0000
Minimum | 4.74E+10 | 1309.000 | 73.00000 | 2.000000
Std. Dev. 9.35E+09 | 305.4755 | 530.0429 | 121.6250
Sumber: data diolah dengan Eviews9

66 |Page



m u mn RI Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 4 No 3 Tahun 2024

ISSN : 3025-9495 Prefix DOI : 10.8734 /mnmae.v1i2.359

1. Pajak Penerimaan Pajak Penghasilan (PPPh)

Variable penerimaan PPh dalam penelitian ini diambil sebagai variable dependen
yang diteliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi
penerimaan PPh di KPP Pratama. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2
mamaparkan nilai statistik deskriptif untuk penerimaan PPh memiliki nilai minimum
sebesar 4.74E+10/47,351,405,418 dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada
data bulan Desember tahun 2022. Nilai maksimum 7.59E+10/75,901,184,552 dimiliki
oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data tahun 2019 bulan Januari. Hasil olah
data untuk nilai mean sebesar 6.31E+10/63,059,791,484 dan nilai standar deviasi
sebesar 9.35E+09.

2. Self Assessment System (SAS)

Variable self assessment system dalam penelitian ini diambil untuk melihat usaha dari
KPP Pratama Kebon Jeruk Satu untuk meningkatkan penerimaan PPh melalui
penerbitan SPT Masa PPh. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2
mamaparkan nilai statistik deskriptif untuk self assessment system memiliki nilai
minimum sebanyak 1,309 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada
data bulan Mei tahun 2020. Nilai maksimum sebanyak 2,976 yang dimiliki oleh KPP
Pratama Kebon Jeruk Satu pada data tahun 2018 bulan Januari. Hasil olah data untuk
nilai mean sebesar 6.31E+10/63,059,791,484 dan nilai standar deviasi sebesar
9.35E+09.

3. Pemeriksaan Pajak (PP)

Variable pemeriksaaan pajak dalam penelitian ini diambil untuk melihat usaha dari
KPP Pratama Kebon Jeruk Satu untuk meningkatkan penerimaan PPh melalui
penerbitan SKP PPh, untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap kekurang
pembayaran pajaknya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2 mamaparkan
nilai statistik deskriptif untuk pemeriksaaan pajak memiliki nilai minimum sebanyak
73 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data bulan Mei tahun
2021. Nilai maksimum sebanyak 2,696 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk
Satu pada data tahun 2020 bulan Juni. Hasil olah data untuk nilai mean sebesar
649.1167 dan nilai standar deviasi sebesar 530.0429.

4. Sanksi Pajak (SP)

Variable sanksi pajak dalam penelitian ini diambil untuk melihat usaha dari KPP
Pratama Kebon Jeruk Satu untuk meningkatkan penerimaan PPh melalui penerbitan
STP PPh, untuk dilakukannya penagihan terhadap sanksi-sanksi yang dilanggar oleh

seorang wajib pajak. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2 mamaparkan nilai
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statistik deskriptif untuk pemeriksaaan pajak memiliki nilai minimum sebanyak 2
yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data bulan Maret dan Mei
tahun 2020. Nilai maksimum sebanyak 713 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon
Jeruk Satu pada data tahun 2022 bulan April. Hasil olah data untuk nilai mean

sebesar 150.6 dan nilai standar deviasi sebesar 121.625.
Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Regresi Linear Berganda

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.44E+10 6.59E+09 9.782747 0.0000
SAS 2393022. 3933641. 0.608348 0.5454
PP -5102329. 2241228. -2.276577 0.0267
SP -13055089... 9924559, -1.315433 0.1937 Sumber: data diolah

dengan Eviews9
Dari tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linear sebagai berikut :

PPPh = 64445843977.4 + 2393022.29781*SAS - 5102328.82844*PP - 13055094.0273*SP

Uji Asumsi Klask
Uji Normalitas

Gambar 3. Uji Normalitas

Series: Residuals
Sample 2018M01 2022M12
Observations 60

8 Mean -8.14e-06
Median -1.99e+09
Maximum 1.67e+10
67 Minimum -1.49e+10
Std. Dev. 8.85e+09
4 Skewness 0.163087
Kurtosis 1.616720

Jarque-Bera 5.049635
“ Probability 0.080073

0 T T T T
-1.5e+10 -1.0e+10 -5.0e+09 25000.0 5.0e+09 1.0e+10 1.5e+10

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil uji olahan Gambar 4.1, nilai probabilitas dan jarque-berra
menunjukan angka 0.080073 lebih besar dari 0.05 (0.080073 > 0.05) maka, Ho diterima

yaitu data berdistribusi normal.
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Tabel 3. Uji Multikolinearitas

SAS PP sp
SAS 1.000000 | -0.002429 | 0.177335
PP -0.002429 | 1.000000 | -0.094896
SpP 0.177335 | -0.094896 | 1.000000

Sumber: data diolah dengan Eviews9

tabel 4.1 bahwa tidak

multikolinearitas. Hal ini menunjukan bahwa model yang terpilih adalah model

Berdasarkan olahan data dari

terjadi masalah

regresi yang baik karena tidak ada korelasi antar variabel, hal ini dilihat dari
korelasi antar variabel di bawah 0.8, yang berarti tidak terdapat korelasi yang kuat

antar independent variabel.

Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4. Uji Heteroskedastisatas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1461813 Prob. F(3,56) 0.2348

Obs*Resquared  4.357446 L 1o Chi 0.2254
Square(3)

Scaled explained §520.72430 . 1o Chi- 0.0001
Square(3)

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil olahan data di tabel 4.2, nilai P-Value Obs*R-squared lebih besar
dari 0.05 (0.22545 > 0.05) yang berarti
heteroskedastisitas.

Ho diterima, tidak terjadi masalah
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Tabel 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic
Obs*R-squared

331.5052 Prob. F(2,54) 0.0000
55.48124 Prob. Chi-Square(2)  0.0000

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil olah data dari tabel 4.3, terjadi pelanggaran autokorelasi namun

hal ini dapat diabaikan karena secara substansi variabel independen yang

digunakan tidak dapat digantikan.

Uji Hipotesis

Uji Determinasi (R?)

Tabel 6. Uji Determinasi

Model

Adjusted R-squared

Penerimaan PPh

0.056693155

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Hasil olah data yang diperoleh saat uji determinasi yaitu,0.056693155 mendekati 0,

maka tidak adanya keterkaitan antara dependen dengan independen.

Uji F

Tabel 7. Uji F

F-statistic

Prob(F-statistic)

2.181975286

0.100274678

Sumber: data diolah dengan Eviews9
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Olah data yang diperoleh saat uji f yaitu, 0.100274578 > 0.05 maka Ho diterima

artinya variabel independen tidak berpengaruh.

Uji t
Tabel 8. Uji t
Variable | Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SAS 2393022.298 | 3933641.267 | 0.608347873 | 0.545416447
PP -5102328.828 | 2241228.002 | -2.276577316 | 0.02665408
SP -13055094.03 | 992455893 | -1.315433171 | 0.193724875

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil olahan tabel 4.6 dapat diketahui jika untuk variabel SAS memiliki
probabilitas 0.545416447 lebih besar dari 0.05 (0.545416447>0.05) dan nilai coefficient
sebesar 2393022.298 yang menunjukan bahwa hasil uji tidak sesuai dengan hipotesis
yang di rumuskan. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil yaitu, self
assessment system tidak berpengaruh terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk
Satu.

Hasil untuk variabel PP memiliki probabilitas 0.02665408 lebih kecil 0.05 (0.02665408
< 0.05) dan nilai coefficient sebesar -5102328.828 yang menunjukan bahwa hasil uji
tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Setelah dilakukan pengujian
didapatkan hasil yaitu, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap PPh pada
KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Variable terakhir yang diuji yaitu variabel SP memiliki probabilitas 0.193724875 lebih
besar dari 0.05 (0.2247 > 0.05) dan nilai coefficient -13055094.03 yang menunjukan
bahwa hasil uji ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Setelah
dilakukan pengujian didapatkan hasil yaitu, sanksi pajak tidak berpengaruh
terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Pembahasan

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil olah data pada wuji t, variabel self assessment system memiliki
probabilitas 0.545416447 lebih besar dari 0.05 dan nilai coefficient sebesar 2393022.298
yang menunjukan bahwa self assessment system tidak berpengaruh terhadap PPh
pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. Karena SPT dapat terbit namun WP belum
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tentu melaporkannya, SPT wajib dilaporkan agar tercatat pada penerimaan PPh jika
tidak maka jumlah pajak yang dibayarkan belum tentu terhitung sebagai

penerimaan PPh.

Hal ini berbeda dengan pendapat (Dasuki, 2022) dengan hasil penelitiannya yang
menunjukan bahwa Self asessment system berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya adanya self assessment system
diterapkan petugas pajak maka penerimaannya pun akan semakin rendah karena
adanya intensifikasi dari petugas pajak kepada wajib pajak agar selalu memenuhi

kewajibannya melaporkan pajak dan juga membayarnya.

Dalam self assessment system ini dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai hak
untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor besarnya pajak yang terutang.
Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak

akan dikenakan sanksi yang telah dicantumkan oleh undang-undang perpajakan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil untuk variabel pemeriksaan pajak yaitu, variabel pemeriksaan pajak memiliki
probabilitas 0.02665408 lebih kecil 0.05 (0.02665408 < 0.05) dan nilai coefficient sebesar
-5102328.828 yang menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif
terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. Karena semakin tingginya SKP
yang diterbitkan maka penerimaan PPh semakin menurun karena banyaknya WP
yang tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, dan juga tidak
membayarkan denda atas kekurangan pajaknya. Hal itu yang menyebabkan SKP
berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukan oleh Azizah, Sumarno, & Mubarok
(2018) yang menyatakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap

penerimaan PPh.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Variable terakhir yang diuji yaitu variabel sanksi pajak, yang memiliki probabilitas
0.193724875 lebih besar dari 0.05 (0.2247 > 0.05) dan nilai coefficient -13055094.03 yang
menunjukan bahwa hasil uji ini tidak berpengaruh terhadap PPh pada KPP Pratama
Kebon Jeruk Satu.
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Sanksi perpajakan menjadi pedoman bagi wajib pajak agar tidak melakukan
pelanggaran-pelanggaran pajak, namun saat Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan
STP untuk mengih atas sanksi yang diterima oleh wajib pajak, wajib pajak tidak
memenuhi pembayaran sanksinya tersebut atau meminta keringanan yang

mengakibatkan tidak berpengaruhnya SKP tersebut terhadap penerimaan PPh.

KESIMPULAN

Dari hasil olahan data dan penelitian di Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Self Assessment System atau variable SAS tidak memiliki pengaruh terhadap
penerimaan PPh di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

2. Pemeriksaan Pajak atau variable PP memiliki pengaruh negatif terhadap
penerimaan PPh di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

3. Sanksi Pajak atau variable SP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan
PPh di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

Implikasi

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dihadapi adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data penerimaan PPh pada 3 tahun
pengamatan saja yaitu 2018, 2019, dan 2020.

2. Data penelitian penerimaan PPh merupakan hasil interpolasi dan estimasi.

Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan setelah kesimpulan atas hasil olah data dari
penelitian Pengaruh Self Assessement System, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu yaitu:

1. Dari hasil penelitian terdapat aspek yang dapat mempengaruhi secara negatif
dan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan,
Namun, variabel di atas bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi
penerimaan pajak penghasilan. Untuk itu penulis mengharapkan partsispasi aktif
peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi

penerimaan pajak penghasilan
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2. Peneliti selanjutnya dapat mencari data mengenai surat setoran pajak atau
nominal dari kewajiban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mengetahui
penerimaan pasti dari PPh.

3. Sebaiknya DJP lebih memperhatikan kualitas pemeriksaan, yaitu pemeriksaan

yang objektif dan pemeriksaan yang signifikan terhadap penerimaan PPh.
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